
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclenggara Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1085 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar tcntang Perubahan Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 
kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
NO MOR 4 TAHUN 2018 

WALIKOTA MAKASSAR 
PROVINSISULAWESISELATAN 
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12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta.ng Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 
3851); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 200 l 
Nomor 118, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pernbinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001Nomor41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nornor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 
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35. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 114); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerinta.han (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

32. Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 
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46. Peraruean Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kota Makassar; 

4 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Serita Dacrah Tahun 2017 Nomor 6); 

48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Tahun 2009 Nomor 69); 

45. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Renco.na Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014 - 2019, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Makassar Nomor 5; 

42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

43. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha; 

44. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu; 

40. Peraturan Daerah Kota Ma.kassar Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

41. Peraturan Daerah Kota Ma.kassar Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota 
Mak:assar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 
Nomor 2); 

39. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pengolahan Data dan lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara 
Penyarnpaiannya; 
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59. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Kode 
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar; 

60. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Makassar Nomor 46/DPRD/IX/2018 tentang Persetujuan 
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 menjacti Peraturan Daerah. 

56. Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Keempat Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 
2018 Nomor 19); 

57. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kelima Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah Tahun 
2018 Nomor 22); 

58. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar 
Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar; 

52. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 47); 

53. Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 
Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah Tahun 
2018 Nomor 5); 

54. Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 7 
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 
2018 Nomor 13); 

55. Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 
Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 {Berita Daerah Tahun 
2018 Nomor 17); 

51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar; 

49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerint.ah Kota Makassar (Berita 
Daerah Tahun 2014 Nomor 28); 
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Rp 510,734,600,000.00 Jwnlah Lain-lam pendapatan daerah yang sah tetelah perubahan 

Rp 504.490,600,000.00 
Rp 6,244,000,000.00 {+) 

Rp 1,878,090,139,000.00 

Rp 1,909,904,956,000.00 
Rp (31,814,817,000.00) (+) 

Rp 1,503,411,219,000.00 

Rp 1,433,713,060,000.00 
Rp 19,698,159,000.00 (+) 

Jumlah Dana perimbanpn eetelah perubahan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
l) Semula 
2) Bertambah / (Berk:urans) 

Jwnlah ~d.apaum asli daerah setelah perubahan 

b. Dana perimbangan 
l} Semula 
2) Bertambah / {Berkurang) 

rl. Pendapatan Daenh Nba1aimana dimaluiud dalam paaal 1 terd.Jri dart: 
a. Pendapatan asli daerab 

1) Semula 
2) Bertambab / {Berkurang) 

Siaa lebih pemtu,yaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp 

Rp 75,000,000,000.00 (-) 

Rp 197,353,939,000.00 

Rp 219,480,000,000.00 
Rp 52,873,939,000.00 (+) 

Rp 272,353,939,000.00 

Rp 
Rp 75,000,000,000.00 (+) 

Rp 4,089,589,897,000.00 (·) 

Rp (197,353,939,000.00) 

Rp 4,117,588,616,000.00 
Rp (27,998,719,000.00) {+) 

Rp 3,892,235,958,000 00 

Rp 3,898, 108,616,000.00 
Rp (S,872,658,000.00) (+) 

Jwnlah Pembiayaan nerto seretan perubahan 

b. Pengelua.ran 
1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

'a. Pemb.layaan 
a. Peneri.maan 

1) Semula 
2) Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan eetelah perubahan 

(Defialt) setelah perubahan 

Jwnlah Peodapatan eetetah perubah.an 

·2. Bela~ 
l) Semula 
2) Bertambe.h / (Berlrurani) 

Jumlah BelllI\)a setelah perubahan 

Anggaran Pendapatan clan Belan,ia Daerah Tahun Anuaran 2018 eemula berjumlah Rp 4.117 588.616.000,00 
bertambah sejumlah Rp. 47 001.281.000,00 schingga me[tjadi Rp. 4.164.589.897.000,00 denpn nncian sebagai 
berikut: 
"r. Pendapatan 

1) Semula 
2) Benambah I (Berk:urang) 

Pual 1 

TENTANG 
BELA.NJA 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

WALIKOTA MAKASSAR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KOTA MAKASSAR 

Dengan Persetujuan Beraama 
Antara 
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17,664,000.000.00 

35, 750,000,000.00 

35,750,000,000.00 Rp 
Rp (+) ~~~:--:-~-..,,......,.~~- 

Ju ml ah Dana Pcnycsuaian dan OtonomJ Khusus setelah pcruba.han Rp 

e, Bantuan Keuangan dari provinai pemerintoh dneroh lrunnya 
1) Semula Rp 11,520,000,000.00 
2) Bertambah I (Bcrkurang) Rp 6, 144,000,000.00 (+) 

Jumlah Bantuan Keuangan dari provins1 pemenntah daerah lainnya Rp 
setetah perubahan 

Rp 324,416,000,000.00 

c. S.gi basil pe.Jak dari provinsi dan dari pcmerintah daerah lainnya 
1) Semula Rp 324,416,000,000.00 
2) Bertambab I (Berkurang) Rp (+) 

Jumlah Bagi basil paja.k dari pravinsi dan dari pcmcrintah daerah hunnya 
yang dipsabkan setelah perubahan 

d, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Scmula 
2) Bertambe.h / (Berkurang) 

Rp 132,804,600,000.00 
Rp 100,000.000.00 (+) 

Rp 132,904,600,000.00 

Rp 
Rp (+) 

Rp 

•4, Lain-lain peAdape.tan &all daerah yaq uh aebaplmana d.lmakaud pad& a:rat ( l) buruC c terdirl darl 
Jea.la pendapatan : 
a. Hibah 

1) Scmula 
2) Bertamteh / (Berkurang) 

Jumlah Hlbah setelan pcrubahan 

b. Dana darurat 
1) Semula 
2) Bertambah I (Berkunmg) 

Jum.lah Dana darurat aetelah peruba.han 

Rp 430,810,337,000.00 

Rp 462,625,154,000.00 
Rp (31,814,817,000.00) (+) 

JumJah Dana alokasi khusus setclah perubahan 

Rp 1,300,764,306,000.00 Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan 

c. Dana alokas, khusus 
I) Scmula 
2) Bertamtah / (Berkurang) 

Rp 1,300,764,306,000.00 
Rp (+) 

b. Dana alokasi u.mum 
1) Scmula 
2) Bertambah I (Berkurang) 

Rp 146,515,496,000.00 

•3, DaAa perimban1an aebaJ•l.man& d.lmakaud pad& ayat ( 1) hurur b terdirl d&ri Jea.la pendape.tan : 
a. Dana bad basil pejak dan bukan pejak 

1) Semula Rp 146,515,496,000.00 
2) Bertambah / (Berk:ura.ng) Rp (+) 

Jumlah Dana ba.gi hastl peJak dan buJcan peJak eetetah pcrubahan 

d. Lain-Iain pendapatan asli dacrah yang sah 
1) Scmula Rp 148,987,766,000.00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 11,998,881,000.00 (+) 

Jumlah Lein-lain pcndapetan asll daerah yang sah setelah perublhan Rp 160,986,647,000.00 

45,287,319,000.00 
4,714,835,000.00 (+) 

Jurolah Haail pengelolaan kekayaan daerah yang dlpasahkan oetelah pcrubahan Rp 50,002,154,000.00 

136,430,940.000.00 Rp 

133,446,497 ,000.00 
2,984,443,000.00 (+) 

Rp 1,155,991,478,000.00 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan 
b. Retribusi daerah 

1) Semula Rp 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 

Jumlah Rctribu5i daerah aclclah pcrubahan 

c. Hasll pengelolaan kekayun daei ah yang dipisahkan 
1) Semula Rp 
21 Bertambah / (Berkurang) Rp 

(+) 
Rp 1,155,991,478,000.00 
Rp 

•2. Pendapatan aall daerah Mbepfmana d.lmabud pada ayat ( l) ha.rut a terdirl d&ri jenk pendapatan : 
a. Pajak daerah 

l) Scmula 
2) Bertambah / (Berkurang) 
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b. Belan.J& barang dan jaaa 
1) Semula Rp 1,689,568,987,240 00 
2) Bertambah / (Berkuran&) Rp (14,782,630,473.00) (+) 

Jumlah BelanJ• ba.rang dan jasa setelah perubahan Rp 1,674,786,356,767.00 

'J. BelaJUa lallpuq Mb&ptmau d.lmaUud pada ayat ( ll burvl b tenUrl dart jellla b&~ : 
a. Belanja pegawai 

1) Semula Rp 253,642,532,866.00 
2) Bertambah / (Bcrkurang) Rp (7,852,363,909.00) (+) 

Jumlah Bclanja pegawaJ sctclah perubahan Rp 245,790,168,957.00 

4,000,000,000.00 Rp 

49,557,501,500.00 
(45,557,501,500.00) (+) 

h. Bclanja tidaJ< terdup 
1) Semula Rp 
2) Bcrtambah / (Berkurang) Rp 

Jumlah Bclanja tidak terduga aetelah pcrubahan 

2.094.538,000.00 

Rp 

510,000,000.00 Rp 
510,000,000.00 (+) 

e , Bchutja l:ll\nruan soe1e.l 
1) Semula Rp 
2) Bcrtambah / (Berkurang) Rp 

Jumlah Bclanja bantuan aot1ial setelah pcrubahan 

r. Be lanj a bagi haail 
1) Semula Rp 
21 Bcrtambah / (Bcrk:urang) _R-'p~------- (+) 

Jwnlah Bclattja bagi basil eetetah perut.ha.n 

g. Belanja bantuan keuangan 
1) Scmula Rp 1.094,538,000.00 
2) Bertambah / (BerkurangJ Rp 1,000,000,000.00 (+) 

Jwnlah BelanJ& bantuan keuangan setetah perubahan Rp 

Jumlah BelanJ& pegawll.l setelah perubahan Rp 1,060,550,341,725.00 

b. Belanja runga 
1) Scmula Rp 
2) Bertambah / (Bcrkurang) Rp (+I 

Jumlah Bel81\I• runp eetclah perubahan Rp 

c Bclanja aubeidl 
11 Semula Rp 
2) Bertamba.b / (Bcrkurang) Rp (+) 

Jumlah Bclanja subs1dl sete lah perubahan Rp 

d, Belanj a hi bah 
11 Semula Rp 1 '46,651,000,000.00 
2) Bertambah I (Berkurang) Rp 2, 100.000.000.00 (+) 

Jumlah BelanJa hibah setelah perubahan Rp 148, 751,000,000.00 

Rp i. 107 ,665,078,000.00 
Rp (47,114,736,275.00I (+I 

•2. Be.._,a t.ldak la.npwac Mbaplmaaa cllmabud pada ayat (11 hazuf a terdlrl darije.U. bel&"'a: 
a. Bclanja pegawai 

l) Semula 
2) Be rtambah I (Be rlrurang) 

Rp 2,873,684,017,275.00 Jumlah Bctan.ia langsuna setclah perubahan 

Rp 2,812,620,498,500.00 
Rp 61,063,518,775.00 (+) 

b. Bclartja Langsung 
1) Stmula 
2) Bertarnbah / (&rlrurang) 

Rp 1,215,905.879.725.00 Jumlah Bclanja udak langsung aetclah perubahan 

Rp 1,304,968,117,500.00 
Rp (89,062,237,775.00) (+) 2J Bcrtambah / (Bcrkurang) 

'i. BelaJQa Daenh aeba.plmana d.lmaaud daJam pua1 1 terdlri dart : 
a. Bclal\ie. lidak langsung 

1) Scmula 
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Rp 

d. Pemberian pinJo.man daerah 
1) Scmula Rp 
2) Bcruunt:oh / (Bcrkuranl) Rp (+) ~......,,.....,._~~~~~~~ 

Jumlah Pcmbenan pinJaman daerah setelah perubahan 

Rp 

C. Pcmba.yaran polmk Ut.ang 
I) Scmula Rp 
2) Bertamt:ah / (BerkuranR) _R-'p'---------- (+) 

Jumlah Pcmbayaran JX)lmk utang yang dlpieahkan eetelah pcrubahan 

75,000,000,000.00 

b. ~nycnaan modal (mveslu1) pcmcnntah daerah 
1) Semula Rp 
2) Bertambah / (Bcrkurang) Rp 75,000,000,000.00 (+) 

Jumlah Penycrtaan modal [inve etaei] pc:mcrintah dacrah sctelah perubahan Rp 

Rp 

e. Pcncrimaan kcmball pcmberian pr\jaman 
1) Semula Rp 
2) Bcrtambah / (Berkurang) Rp (+) ~~~--,-.,.-~....,....,.--~~ 

Jumlah Pcncrimaan kcmbali pcmbenan pn.Jaman setclah pcrubaha.n 

f. Pcnc:rimaan pi utan& daerah 
11 Scmula Rp 
2) Bertambah f (Bcrkurang) Rp (+) 

Jumlah Pcnerimaan pautang daerah telelah pcrubahan Rp 

'3. Peqeluan.n pembiayaan aeba.ptm1n.1 dJmabud pada arat (1) burufb terd!rl darljema pembtayaan: 
a Pcmbentulcan dana cadanp.n 

1) Semula Rp 
2) Bcrtambah I (Berkuranl) Rp C~) 

Jumlah Pcmbentukan dana cadangan sctclah pcrubahan Rp 

Rp 

·2. P<e-dmaan pembJayaan aeba.plmeu clbnabud pada ayat (1) hurula tordirl darljeaJa pembla.yaan: 
a. SilPA tahun angpran sebelumnya 

1) Semula Rp 219,480,000,000 00 
2) Bertambah f (Berkurang) Rp 52,873,939,000.00 (+I 

Jumlah S1LPA tahun anggaran acbelu.mnya aetelah pcrulihan Rp 272,353,939,000.00 

b. Pencairan dana cadangan 
1) Scmula Rp 
21 Bertambah / (Berkurana) Rp (+) 

Jumlah Pcncairan dana cadangan aelelah pcrubahan Rp 

c. Hasil i:rnjualan kekayaan daerah yang dJpaahkan 
1) Scmula Rp 
2) Bcrtambah I (Bcrkurang) Rp (•) 

JumJah Hasil i:rnJualan kekayaan daerah yang dJpasahkan setelah perul:Bhar Rp 

d. Pcnenmaan ?Jljarnan dacrah 
11 Scmula Rp 
21 Bena.mbah / (Berkurang) ,_R-'P.__.,....,, (+) 

Jumlah Pcncrimu.n JiJ\jaman dacrah aetclah pr-rubahan 

c, BelanJa modal 
1) Semula Rp 869,"°8,978,394.00 
2) Be rtambah I (Be rku.rang) Rp 83,698,513, 157.00 (+) 

Jumlah Bclaitja modal setelah peruba.han Rp 953, 107,491,551.00 

Pual4 

·1 Pembiayaan Daerah M1-pbnana dJmalaaud da1am pua1 1 terd.lrt dart : 
a. Pcnerlmaan Pcmblayaan 

l) Semula Rp 219.~.ooo.ooo oo 
2) Bcrta.mboh I (Bcrkurang) Rp 52,873,939,000.00 (+) 

Jumlah pcncnmaan pcmttayaan eclclah pcrubahan Rp 272,353,939,000.00 

b. Pengeluaran Pcmttayaan 
l) Scmula Rp 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 75.000,000.000.00 (+) 

Jumlah pcngcluaran pcmliayaan setelab pcrubahan Rp 75,000,000,000.00 
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Nu•~EG. PLl:l<ATLlRAN DAl!:RAI I KOTA MAKASSAR PROVINS! SULAWESI S8LATAN: 
NOMOR: B.HK.H/\M.4.149.18 

.-, . -:.-- -::-- ' ...... ::~~--:;.~-:·:~·" I l.''\A ·: . ~ ! . · ...... !.•.• •• .11'1 
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\..l·A~.l.11G ----- ---- 

Diundangkan di Mukussar 
pada tanggal 24 Oktober 2018 
Pj. Sl':KRET ' KOTA MAKASS'\R 

I\. NAISYi\11 T. AZIKIN 

LEMBJ\l~AN ()J\J;;R1\H l<OTA MAl<ASSJ\R TA HUN 2018 NOMOR 4 ... TAHUN 2018 

\MO! I RAMO~ "1 POMJ\NTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada langgal 24 Oktober 2018 

WALi KOTA MAKASSAR /1, .,,. 

J\•~ar sci iap orang mcngc·tnh u i nyn, mcrncrin ta h k.i n pcngundangn 11 1-'l'ra I urn 11 

Dacrah ini dcngun pcncrnpruanny H dalarn Lcmbaran Dacrah Kotu Makas sar . 

Pcruturun Dacruh ini rnulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Pasal 7 

Pcrubahun 
o pl' ru sioi ta I 

Pasal 6 
Pcrut urn n W ihkota rent.ang Pcnjaba ran 
d:111 Br-Ianja l)a('rnh s('bagai lnudasnn 

Wnlikotu mcuctapknn 
Anggurun Pcnduparan 
pclnksunuun. 

9 Larnpiran IX 

8 Larnpiran VIII 

7 Larnpiran VII 

6 Larnpiran VI 

0 Larnpiran V 

4 Larnpiran IV 

3 Lampiron Ill 

Ringkasan Pcrubahan APBD; 
Ringkasan Pcrubahan APBD mcnurul Uru san Pernerintahan 
Dacrah dan Orgarnsasi SKPD; 
Rmcian Perubahan APl3D menurut Urusan Perncrintahan 
Dacrah. Orgarrisasi Sl<PD, Pcndupatan, 13elanju dan 
Pcrnbiayuan. 
Rckapit ulasi Pcrubahan Bclanja Dae rah rncnurut Urusan 
Pcmcrint ahan Dacrnh , Orgarusnsi SKPD. Program dun 
Kcgiatun; 
Rckapitulasi Pcrubahan Belanja Daerah untuk Kcsclarusari 
dan Kcrcrpadu ... m Urusan Pcmcriru.ahan Dacrah dan Furig si 
dulam Kcrungka Pengcloluun Keuangan Negara; 
Dnftar Pcrubuh 1:1 .iumlnh Pcg.1\\'<li Pi-r Golungnn dun Per 
.Jubaum: 
Luporan Kcuangan Pcrncriru ah Daerah yang tclah ditetapkan 
dcngan pcraturan dacrah: 
Daftar kegiaran-kcgiaran tahun anggaran scbclurnnya yang 
bclurn disclcsaikan dan dianggarkan kcmbali dalarn tahun 
anggura n int; 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

1 Lampiran I 
2 Lumpiran II 

Pasal 5 
Uraian lcbih lunjut Pcrubahan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercanturn dalam Lampiran vang 
mcrupakan bagian y ang tidak tr-rpisahkan dari Pera tu ran Daerah iru, terdiri dari: 

PC
Typewritten text
TTD

PC
Typewritten text
TTD


